
 
 
 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 

 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 
 
 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H. 

J a b a t a n : Ketua Pengadilan Agama Tangerang 

   Selanjutnya disebut Pihak Pertama; 

 

Nama : Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.H. 

J a b a t a n : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten 

  Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua; 

 

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab 

kami. 

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 Tangerang, 30 Desember 2019 
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, Ketua Pengadilan Agama Tangerang, 
  
 
 
 
 

Drs. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.H. Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H. 
NIP 19530221.198101.1.001 NIP 19680510.199403.1.006 

 

 
 



PERJANJIAN KINERJA  
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UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA TANGERANG 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1. Terwujudnya Proses Peradilan 

yang Pasti, Transparan dan 

Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 

 b. Persentase perkara yang diselesaikan      

tepat waktu 

85% 

 c. Persentase penurunan sisa perkara 10% 

  d. Persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum : 

• Banding 

• Kasasi 

• PK 

 

 

99% 

99% 

99% 

  e. Indeks responden pencari keadilan yang 

puas terhadap layanan peradilan 

IKM 

82,00 

2. Peningkatan Efektifitas 

Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara 

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh 

para pihak tepat waktu 

100% 

b. Persentase yang diselesaikan melalui 

mediasi 

3% 

  c. Persentase berkas perkara yang 

dimohonkan : 

• Banding 

• Kasasi 

• PK  

yang diajukan secara lengkap dan tepat 

waktu 

 

 

95% 

95% 

95% 

  d. Persentase putusan yang menarik 

perhatian masyarakat (ekonomi syariah) 

yang dapat diakses secara online dalam 

waktu 1 hari sejak putus 

100% 

3. 

 

 

Meningkatnya Akses Peradilan 

bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

 

 

a. Persentase perkara prodeo yang 

diselesaikan 

100% 

b. Persentase perkara yang diselesaikan di 

luar gedung pengadilan 

N/A 

c. Persentase perkara permohonan (voluntair) 

Identitas Hukum 

100% 

d. Persentase pencari keadilan golongan 

tertentu yang mendapat layanan bantuan 

hukum (Posbakum) 

100% 

4. Meningkatnya Kepatuhan 

Terhadap Putusan Pengadilan 

Persentase putusan perkara perdata yang 

ditindaklanjuti (dieksekusi) 

1% 



5. Meningkatnya tertib 

administrasi perkara melalui 

dukungan teknologi informasi  

a. Presentase perkara yang telah diinput pada 

SIPP 

100% 

b. Persentase laporan perkara yang 

dilaporkan secara akurat, lengkap dan tepat 

waktu 

100% 

6 

 

Meningkatnya kualitas 

pengawasan  

a. Persentase temuan hasil pemeriksaan 

hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti 

100% 

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan 

eksternal yang ditindaklanjuti. 

100% 

7. Meningkatnya pelayanan meja 

informasi dan pengaduan  

a. Persentase permohonan informasi yang 

ditindaklanjuti  

100% 

b. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti  100% 

8. 

 

Meningkatnya akuntabilitas 

dan transparansi peradilan 

a. Persentase tersedianya arsip perkara 

elektronik  

90% 

b. Persentase putusan yang telah 

dianonimisasi te 

100% 

c. Persentase perkara yang diupload pada 

direktori putusan Kepaniteraan Mahkamah 

Agung 

100% 

9. 

 

Peningkatan pengelolaan 

asset dan keuangan 

a. Persentase tersedianya sarana penunjang 

tupoksi peradilan yang memadai secara 

kuantitas dan kualitas 

100% 

b. Persentase realisasi anggaran program 

dukungan manajemen dan pelaksanaan 

tugas teknis lainnya Mahkamah Agung               

(DIPA 01) 

98% 

c. Persentase realisasi anggaran program 

peningkatan manajemen peradilan agama             

(DIPA 04) 

100% 

Kegiatan :   Anggaran : 

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan  Rp   9.053.660.000,-  
 Badan Urusan Administrasi 
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA RI Rp 25.000.000,- 
3.  Peningkatan Manajemen Peradilan Agama   Rp       77.500.000,- 
 
 
 Tangerang,  30 Desember   2019 
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, Ketua Pengadilan Agama Tangerang, 
  
 
 
 
 

Drs. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.H. Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H. 
NIP 19530221.198101.1.001 NIP 19680510.199403.1.006 

 
 


